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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

5.1.1. Peraturan eksekusi jaminan fidusia pada akad murabahah oleh Bank 

Syariah X dibuat dalam bentuk SK Direksi Nomor 263/SK/DIR-

PPD/2017 tentang Pedoman Penanganan Pembiayaan Bermasalah (SK 

263) dan SK Direksi Nomor 055/DIR-PPD/2017 tentang Standar 

Operasional dan Prosedur Penjualan Agunan Pembiayaan Bermasalah 

(SK 055). Peraturan bank mengacu pada prinsip syariah dan UU 

Jaminan Fidusia, akan tetapi dalam SK263 Bab IV Poin 4.2 menyatakan 

bahwa obyek jaminan nasabah harus/ hanya  melebihi nilai pokok 

pembiayaan. Hal ini bertentangan dengan Pasal 2 UUPS dan Pasal 21 

Perma KHES. Pasal 2 UUPS mengatur mengenai asas penyelenggaraan 

perbankan syariah, yaitu prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan 

prinsip kehati-hatian. Pasal 21 Perma KHES yaitu huruf k sebab yang 

halal, tidak bertentangan dengan hukum, tidak dilarang oleh hukum dan 

tidak haram. Bila dalam pelaksanaan tidak memperhatikan asas 

penyelenggaraan perbankan syariah maka memungkinkan terdapat 

unsur riba mengenai nilai jual mengenai obyek jaminan fidusia, dan 

unsur haram mengenai dengan obyek yang menjadi jaminan fidusia. 

Mengacu Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-

MUI/IV/2000 tentang Murabahah, Jaminan hanya sebagai bentuk 

menunjukan adanya iktikad baik dari debitur untuk memenuhi 

kewajibannya, sehingga obyek jaminan tidak harus atau melebihi nilai 

pokok. Maka dapat disimpulkan bahwa aturan Bank Syariah X belum 

sesuai dengan prinsip syariah. 

5.1.2. Tata cara eksekusi jaminan yang dilakukan oleh pihak Bank didasarkan 

pada SK Direksi Nomor: 263/SK/DIR-PPD/2017 tentang Pedoman 

Penanganan Pembiayaan Bermasalah dan SK Direksi Nomor: 

055/SK/DIR-PPD/2017 tentang Standar Operasional dan Prosedur 



90 
 

Penjualan Agunan Pembiayaan Bermasalah. SK tersebut didasarkan 

pada UU Jaminan Fidusia, Peraturan OJK, Peraturan BI, Surat Edaran 

OJK, serta Fatwa DSN. Pelaksanaan eksekusi jaminan telah mengikuti 

aturan yang dibuat oleh bank, maka praktiknya tidak sepenuhnya sesuai 

dengan prinsip syariah karena aturan bank mengenai eksekusi jaminan 

fidusia tidak memperhatikan Pasal 2 UUPS dan Pasal 21 Perma KHES. 

Aturan bank tidak memberikan rincian mengenai bentuk obyek jaminan 

fidusia, karena bank hanya melihat bahwa jaminan nasabah harus/ 

hanya  melebihi nilai pokok pembiayaan. Bila mengacu pada aturan 

bank, bank dapat melakukan eksekusi secara sepihak, dan memaksa 

sehingga memungkinkan nasabah memberikan obyek jaminan secara 

tidak sukarela kepada bank. Hal ini didukung dengan aturan yang tidak 

memuat Putusan MK didalamnya sehingga pelaksanaan eksekusi 

dilakukan sepihak tanpa meminta putusan pengadilan. Praktik di 

lapangan bank kerap menemukan masalah terkait dengan eksekusi 

jaminan fidusia. Peraturan bank belum mengakomodir keseluruhan 

permasalahan yang telah terjadi di lapangan, padahal aturan dibuat 

untuk memudahkan eksekusi jaminan fiduisa. Maka dapat disimpulkan 

bahwa tata cara yang dilakukan telah sesuai dengan aturan Bank Syariah 

X, namun belum sesuai dengan prinsip syariah dan Putusan MK tahun 

2019 mengenai mengenai eksekusi jaminan fidusia.  

5.2. Saran 

5.2.1. Peraturan yang dibuat oleh Bank Syariah X mengenai eksekusi jaminan 

fidusia pada akad pembiayaan murabahah agar memenuhi prinsip 

syariah dan UU Jaminan Fidusia, maka harus dilakukan pembaruan 

dengan menyesuaikan dengan prinsip syariah. Bank dalam membuat 

aturan harus mempertimbangkan keadilan, kehati-hatian, dan 

kesukarelaa, sehingga tidak terdapat unsur memaksa terhadap nasabah. 

Keadilan dan kehati-hatian, karena ini merupakan yang membedakan 

antara bank syariah dengan bank konvensional. Aturan bank mengenai 



91 
 

obyek jaminan fidusia harus dibuat secara rinci karena menghindari 

obyek jaminan fidusia yang merupakan obyek haram serta menghindari 

adanya riba terhadap nilai yang diambil dari obyek jaminan fidusia, 

karena jaminan fidusia dalam akad murabahah merupakan bentuk 

iktikad baik seharusnya nilai obyek jaminan tidak perlu lebih dari nilai 

pokok. Aturan bank dibuat untuk mengakomodir permasalahan terkait 

praktik di lapangan seperti pengawasan terhadapat perubahan obyek 

jaminan fidusia dan eksekusi terhadap benda yang tidak ada di lokasi. 

5.2.2. Tata cara eksekusi jaminan fidusia pada akad pembiayaan murabahah 

yang dilakukan oleh Bank Syariah X agar sesuai dengan peraturan Bank 

Syariah X serta prinsip syariah dan UU Jaminan Fidusia, maka harus 

memperhatikan unsur-unsur kesukarelaan sehingga tidak ada unsur 

memaksa kepada nasabah, eksekusi tersebut tidak boleh melakukan 

secara sepihak atau “main hakim sendiri” sehingga harus disesuaikan 

dengan Putusan MK tahun 2019 mengenai eksekusi jaminan fidusia 

yang harus melalui pengadilan dan pelaksanaannya membutuhkan 

putusan pengadilan terlebih dahulu. Bank syariah sebagai pelaku di 

lapangan wajib untuk melakukan pengawasan dan penegakan aturan 

atas fatwa serta aturan yang sudah ada dan memperbaiki pedoman 

peraturan dalam masing-masing bank agar mengikuti aturan yang telah 

ada saat ini. Pengawasan dan penegakan tersebut dapat berupa 

diadakannya monitoring atau pengawasan secara rutin, sosialisasi 

terkait praktik eksekusi jaminan fidusia dan pengaturannya, serta 

penegakan hukum atas pelanggaran yang dilakukan dalam 

penyelenggaraan praktik eksekusi jaminan fidusia.  
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